GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang Cooa. bahwa dalam rangka optimalisgsi pen‘\'e]enggaraan.
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dan
korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung, perlu pedoman
pengendalian gratifikasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
bahwa Pegawai Negeri atau penvelenggara negara
vang menerima gratifikasi wajib melaporkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat S Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Penetapan Peraturan Pemerintah Peng
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1964
Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

?eplg;l}i)k Indonesia Tahun 1964 Nomor 95
am an Le ] .
Nommio. AR mbaran Negara Republik Indonesia

1964 tentang
ganti Undang-

})Jndarllg-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentan
K((e)nye epggaraa}l Negara yang Bersih dan Bebas darj
rupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia T
i e ahun 1999 Nomor Dy

Nomior 3851); Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner



¢ 999 tentang Pemberantasan Tindalk

P U‘ndang-Undﬂn'g(L’:;T)erﬂﬁ]NI;:rLeljnh’cl'puhllk lmln:{wsx:n Tahun 1999 N':;rlnyur

ndoamfl‘:r:;;l'::n Lembaran Negara Republik Indonesia Nuvn(un ',.';T/HJI:

scba'gaimana telah diubah dengan Uml:mﬁ,.Undn’ng Nf’)l(r)]’()lll Nz; Jm”r ,|]|34

2001 (Lembaran Negara Republik  Indonesia fahun 2 .( | ) :
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 1(:n1ang Komisi lf(_-ml)cram,asa,n
Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik lndone§1a Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesm r\:!f)mor 4ﬁQSO)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Und;mp,—{Jndungﬂomor
1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lruloncsig Tahun
2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5698),

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan
Lembaran Negara Republik Ind-nesia Nomor 6573,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 te

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 ten

: tang Strategi Nasi
Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indon gl Nasional

esia Tahun 2018 Nomor

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

ag Pe.mber.antasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tent
titikasi (Beritg Negara Republik Indonesia Tah un 2019 Norizg
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MEMUTUSKAN:

EDOMAN
Menetapkan - PERATURAN GUBERNUR TENTANG P
| PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung,.

9 Ppemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung.

5. Pejabat/Pegawai Provinsi yang selanjut_nya disebut
Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakll‘ Qubemur,
Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara,'
Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai
BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi yang menerima gaji/upah dari
keuangan Negara atau daerah.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah lembaga Negara yang independen
dengan tugas dan wewenang melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD
adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Dinas, Biro dan
kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah ya{ng didirikan
oleh Pemerintah Daerah, dapat berbentuk Perusahaan
Daerah atau Perseroan Terbatas.

9. Inspektorat adalah PD Provinsi yang merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah U . :
Zirwn nsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi
gzgg,abarapg, rabat _(discount) komisi, pinjaman tanpa
perj' ag_l a’nenn\l;?t perjalanan, fasilitas penginapan,
(o bail(wata, pgngpbatap Cuma-cuma dan fasilitag
- ne, i, vang dl‘tenma di dalam negeri maupun di
il gl » Yang dilakukan dengan menggunakan
elektronik atay tanpa sarana elektronik.
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12.

i3

14,

- 8

16.

1.

18.

19,

20.

21.

bertujuan Intus

Pengendalian  Gratifikasi “ ol ' akuntabel
mengendalikan  penerimaan  gratifikas secara transparan ’L”,‘l.”f -
melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan pertisipas Pdlf 7 P
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkung:

adalah suatu sistem yang

pengendalian gratifikasi. (
JPG

vang selanjutnya disingkat
A fungsi

Unit Pengendahan Gratifikasi Provinsi, ‘ P
Provinsi adalah unit yang bertanggungjawab umuk. menjalankan
pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sckvlqmpok orang, |
hukum atau lembaga yang memberatkan gratifikasi kepada penerima

gratfikasi.

Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan r)lr:h KPK
dalam bentuk elektronik atau non elektronik nuntuk melaporkan Penerimaan
Gratifikasi.

Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya discbut Pelapor adalah Pejabat Pegawai
vang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur
dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG.

badan

Pegawai Negeri meliputi:

a. pegawal negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana;

€. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah:

d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

€. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.,

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara vang menjalankan fungsi

eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain vang fungsi dan tuga;s

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaj dengan ketentuan

Konflik kepentingan adalah kondisi dari pejabat/pegawai yang patut diduga

memiliki kepentingan pribadi dan dapaq )
pat mempengaruh
atau kewenangannya secara tidak patut. pene I pelaksanaan tugas

Kedinasan adalah seluruh aktivitas resm; Pe
smi P :
tugas, fungsi dan jabatannya. i Fejabat/Pegawai dalam pelaksanaan

Berlaku umum adalah kondis;j pemberian

bt yang diberlakukan sama dalam ha]

betu.k, persyar.atan atau nilai, sesuaj dengan standar
Thdan memenuhi kewajaran atau kepatutan.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

- ' d n kepada
(1) Peraturan Gubernur ni dimaksudkan.untuk membe‘nkan pde li)mameng;;b]a
Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan a ,
Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

2) Peraturan Gubernur ini bertujuan: . N
> meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawal tentang

a.
atifikasi; ‘ ’
b. rgnreningkatkan kepatuhan  Pejabat/Pegawai  terhadap ketentuan
gratifikasi; . .
c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan

akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah; . i
d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dar
korupsi, kolusi dan nepotisme; dan _

meningkatkan kredibilitas dan kepercavaan publik atas penvelenggaraan

lavanan di Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar
Pasal 3
(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi vang diketahui sejak awal
berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, meliputi Gratifikasi vang diterima;
a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan
vang sah;
b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar
penerimaan yang sah;
c. terkait dengan tugas dalam pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi
diluar penerimaan yang sah;
d. terkait de.ngar? pelak§anaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang
sah/resmi dari Pemerintah Provinsi;
€. dalam proses penerimaan /promosi/mutasi pegawai;
f. diam proses kpmun1kas1, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan
p bak lglzkgirkalt dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
Sebagai akibat dan perjanjian kerjasama/kontrak /k .
: k esepakat
ihak lain: / p an dengan
sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selam
' 5 a atau setela
barang dan jasa; e

entertainment, fasilitas wisata, vouch
- ' ! i . er oleh
daalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas
ya' engaf'l pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan
mc?mpengaru hi kebijakan / keputusan/ perlakuan
inaan pekerjaan yang terkait den ‘
e 3 _ gan jab

1gan kewajiban/ tugas jabatan / pegawai. T .

Dipindai dengan CamScanner



: b 2 fikam kepada Pegawal

2| Seuap Pgabat/Pegawai dilarang membenkan grau e
Negm?atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan
dan berlawanan dengan kewapiban atau tugasnya

BAB III

Bagian Kesatu
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 4

(1) Pegawai Negen atau Penvelenggara Negara Wajib me{apprk{an penerimaan
dan/atau penolakan Gratifikasi atas pembenian yang berhubungan dengan
Jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnva. |

(2) Pelaporan Gratfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
terhadap jens Gratifikasi sebagai berikut-

bapak/ibu/mertua,

a. pemberian dalam keluarga vyaitu kakek /nenek,
suami/Isteri, anak/menantu. anak angkat/wali yang sah, cucu, besan.

paman /bibi, kakak/adik/ipar. sepupu dan keponakan, sepanjang tidak
terdapat konflik kepentingan:

b. keuntungan atay bunga dari penempa
kepemilikan saham pribadi yang berlaku um

€. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian a
sejenis berdasarkan keanggotaan yang berl Umu

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam
kegiatan kedinasan Seperu seminar. workshop, konfrensi. pelatihan, atay

ta dana, investasi atau

g B

2u organisasi yang

kegiatan sejenis, ¥ang berlaku umum:

€ hadiah tidak dalam bentyuk uang atau alat tukar lainnya, vang dimaksud
sebagal aJat promos: atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan
sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku
umum;

f hadiz asi atau penghargaan dari keiuar '
ll(la lah.. apresias; ?L"“ penghargaan dan kejuaraan. periombaan atgy
Ompetst yvang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan
kedinasan: A :

= TUDS 11516 fo ]

g penghargaan ba‘j-\ ?er_;xa uang atau > +4NE ada kaitannya dengan
peningkatan profes; kerja yang diberikan oleh pemerintah S€suai dengan
peraturan perundang-undangan ¥ang bertaky- f

h. hadiah langsung/undian_ diskon/rabat, vouch ]

— ol o © =% voucher, point rewards. atau

. _va_ngta E ‘U Secara umum dan tidak terkait kedinasan:
kompensasi 2 4 honor atas profesi dilyar keo: cedi ' '

=on A il keglatan‘keamasan ¥ang tidak

gas ey anban, Sepanjang tidak terdapat konflik

ggar perat 'k ¢ Pej i

-y ndak. Peraturan/kode etik Pejabat/Pegawaj

(V5]
f
A
¢
h
g
I
A

(V18]

)
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lialami dir
r m. pembernian terkait dengan musibah atau bencana _\‘ang (lm.l;lqn,ll r:;)lle‘j:;mlll
penerima gratifikasi, suami, istri, bapalk, ibu, mertua, -d'l:-n/dn(nngnn. e
penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepe
memenuhi kewajaran atau kepatutan, _ ‘ B —
n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah hdll'lll)':li,, .]::-:]“\I;:l'”
mutasi jabatan, dan ulang tahun vang tidak (lzlnlnn’n l".l_“}-llx L:-'ul "::lh) oy
tukar lainnya paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu - kl ‘ m(“]('hihi
pemberian  per orang, dengan total D"mb“”“”l “’l('“'ll N e
Rp. 1.000.000,00,- (Satu Juta rupiah) dalam \\.nk'l}l . (?"“n ,,:”v
pemberi vang sama sepanjang tidak l('l.'d.'—lput konflik ke p;.n ' :., q‘['m e
0. pemberian sesama rekan kerja yang lulu!\' dalam In-r_nu < u{.n gk rsvml'”_
tukar lainnva, dan tidak terkait kedinasan p;lnlmg I.).nT\ a 1‘7n ;;n
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per 01;'1‘1'}11%.(1(:13]%1 ]
total pemberian tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupie :
satu) tahun dari pemberi yang sama;,
p. tgemb)erian berup(: hidangan atau sajian yang |)(’.I‘|;1kl.l u l?m m;,i.diml N
q. pemberian cindera mata/ plakat kepada instansi de.ﬂam rangka w-)L x‘g‘ .
kedinasan dan kenegaraan, baik didalam negeri maupun ]uml n:_g'tn
sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau
penyelenggara negara. . i L

(3) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mu i
rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau
UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi. ‘

(4) Dalam hal Gratifikasi berupa mekanan dan/atau minuman }'a|1g mudah
rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak umuk
dikembalikan kepada pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai
bentuk bantuan sosial.

Pasal 5

(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga
pasar pada saat pemberian.

(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk

valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta
Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Pasal 6

gratifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan
n kepada KPK paling
| diterima /ditolak: atay
kepada KPK melalui UPG dalam Jangka wal
h har? kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak
dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan

ada KPK dalam waky paling lama 10 (sepuluh hari kerj iak
Gratifikasi diterima - ) hari kerja sejak

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

tu paling lama

BNya memuat: dayat {1] dianggap lengkap apabila
apor berupa Nomor Ind
- nomor telepon;
nberi Gratifikasi:
or Gratifikasi;

Ktu penerimaan '@arat:iﬁkasj;

uk Kependudukan. nama, alamat
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wi@uo IS Ulaulkasl yang alerima / ditolak;

Nilai Gratifikasi yang diterima /ditolak; ‘ ‘

kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Granﬁkasn:‘dan -

- bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan (‘”’”ff ]f’“ ——

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan da r{m . ,
tertulis, surat elektronik, atau apalikasi sesuai dengan mekanisme yang
berlaku. .

(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat (4) dilaksanakan
sesual pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

om g

Bagian Kedua .
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 7

(1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa:

a. Gratifikasi milik penerima: atau

b. Gratifikasi milik Negara.

(2) Terhadap Gratifikasi yvang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG
menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang
dan/atau barang tersebut disalurkan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
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BAR 1V
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

HBaglan Kesatu
Busunan Organisasi

Pasal 8 ‘ ratifikasi dibentuk UPG.
(1) Fadinn Fariplo Hu‘lnl;*:mml.nn Program pengendalian ,."'ll' avat (1), terdiri dari:
() Susiimnun lwuu;w_ulum. VPG sebagnimana dimaksud pada ay:
o Petmbing Lo Giuberng Larmipung
2 Walil Gubernu Lampung
b Petiprnl, Sekretarin Daerah Provins: Lampung
Co et [11e

peltur rovins Larnpung
«l Selretnry

' i I S Lampung
Selaetariy Inapelctort Provin al Provinsi Lampung,
“OANpRom Folnmpedt g Pembantu paca Inspelkiorat Provinsi | &
2 Auditor pada Inspeltorat Provinsi ‘l,.nnpun.;\, o o
S Pejabat Penpawas Urusan Pemerintah di Daerah pad:
Ispelitorag Provina Lampung ' _—
’ L as UPG dibent ) Scekretariat UpG yang
(3) Unitulk el Pelaksanaar Fupie, i
«li;mnpm olel Sekretaris ey, |
(4) Susunan keangpotaan (e dan Selretariar Upc sebag;

umana dimalksud pada
ayat (2) dan ayay (3) ditetaplan denpgan Keputusan

iubernur Lumpung.

Pasal 9
(1) Unituk menjalankap lungsi koordinas pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas
nama  Gubern Meminta gaty orang Pegawai pada PD dj lingkungan
palkan bertiupas melakokan Sosialisasi gratifikasi dan
datan dap Yang berindil s pratifikasi di pp masing-

Permerintah Provinsi yan
Atau melaporkan leey
masing,

(2) I‘f'nr-t;npnr: dan rineciap tipas Pegawai selyp

AImarn g dimaksy] pada ayay (1)
ditetapkan dengan Keputusan Guberny

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban UPG

L | Pasal 10
UPG mempunyg; tugag berupa:

a (T:r;?ff]kma‘, mc.fnganalimis, dar nu;ny;:uhmnis!rnsikan laporan Penerimaan
"atifikasi gy Pegawai Neperi I‘(-n‘w‘lmm;l;nm Neparg atau pejah, ]’ 1k
iy , ST atau pejapgy publilk
b menerima dap, ini ‘
. 1€T] men Il
| i an laporap Penolakan Granﬂl\am, dalam hal
ara atg Pejabat pybyjj, ain

- Penerimagp, dan enol
NEendalig, Gratifikag; kepagd .

4 Pimpingy,
‘at.iﬁkasi ke
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Pasal 11 tah Daerah
Terhadap Gratifikag;j Yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerinta '

r 11 11t

m ' | K vang melipL

pe anfaatannya sesuaj rekomendasi KPK yang L
leh Pemerintah Daerah untuk keperluan pen

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 13 )
(1) Pejabat/PegawaI atau pihak ketiga yang mengetahuyi adanya pelanggaran

atau melaly;j post e-majl - inspektorat@lampungprov.go.id.
(2) Pejabat/Pegawaj atau pihak ketiga yang melapor seha

gaimana dimaksud pada
ayat (1) dijamin kerahasiannya.

Pasal 14
(1) Kepala pPp bertanggungiawab atas pelaksanaan bPe€ngendalign gratifikasj d;
PD/uUPT,

(2) Inspektyr Provins;i bertanggungjawab atas Peéngawasan pe]aksanaan
Si dj Iingkungan Pemerintah Provinsj

porkan hgagij] Peéngawasan sebagaimana dimaksyg
Pada ayat (2) kepada Gubernyr.

tifikasj Secarg

Dipindai dengan CamScanner



BAB vy
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN
' . P
Pelapor Vang henukad baik pe hak u‘ri:lajlk'ls
a memperoleh |

: terkaijt hak dan kewajibannva dalam pelaporan
Grauﬁkasi; "

bangan laporan Gratifikasi: dan

sud dalam pasal 16 huruf e terdir dari:

alam ha] diperlukan: dan
N atas keamanan pribadi, ke]uarga, dan harta benda berkaitan
an laporan Gratifikas;j

(1) berdasarkan permohonan

gan ketentuan Peraturan P(‘rumiumg~

an perlindungan sebagaimang dimaksud
huruf p Komis; ¢ Iri atay

pada ayaf (1)

berkoordinas; dengan
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PERATURAN o BERNUR LAMPUNG

NOMOR 21 'a‘\)HvH 2021
FANGGAL ‘! 6 - 2021

LAPORAN GRATIFIKAS

PENGIRIM

nepada y th,
KOMIS| PEMBERANTASAN

KORUPS] REPUBLIK INDONESIA
PENGIRIM

JI H.R. RASI NA SAID KAV. C-1
Nama JAKARTA SELATAN 12920
“:d"‘hl.‘

KODE POSS 575
A. IDENTITAS PELAPOR
i | Nama Lengka
| 2 ‘_Ltg.&u & TRl Lahir

__Jabatan Pangkat ' Golon

- Uraian Inst NS Nama Instansi
< < 1 < R nr
S
e Alamat Kantor A e
At €S Keq UVIISI
' AnOLA
o) Alamat Rumah ——
Kab >
¢ Provinsi
- - N nNQ 1
— N -
Ala g S
i NO
] Iar E
Ala . R
...... Kantor :
N
- Alama elpon Seluler
B. DATA PENERIMA GRATIFIKAS] B e x il
—— R = -
Jenis Penerimaan ) Iempat dan
—~CAIS Fenenmaar 1/Nila ~ode Peristiwg - )
: ‘ : Tanggal
Aode ala vominal/ Taksirar Penerimaan®

| [f}fﬂ(‘flﬁi?lddn

C. DATA PEMBERI GRTAIFIKAS]
Mama v

Pekerjaan dan Jabatan |
| Alamar/ Telepon; Faks

E-mail

hdak Adg

nar, makg

Peraturan :
ternagan selanjutnyg. Perundang
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J—
| PENGISIAN :

11 Dusi kode yens I. Tiket perjalanan ‘

| 9) Dt lokast ruanga |
. A angan, gedung, alamat) dan tangeal
pc-m-lamu.m [ Fasilitas penerimaan :
;l. ]:‘tmg l"l('l]R”]-l‘)cll] lv’ ]|| w9 namaa |“1'lll\ll vl mss
b arang - 1S nams emb o s
. R,bm‘(‘d' - h. . Perjalanan (perorangan / kelompok / badan usaha)
5 aba 1skon wisa |
d T a— _ Wisata | 71 Dusi hubungan antara penerima dengan pembe
e. p , 1. Pengobatan cuma cuma | gratifikasi seperti mitra
tanpajbun : J- Fasilitas lainnya 1 kerja/teman / rekanan/ atasan / bawahan
) Diis ursis 8 . i | saudara/ dil.
s aién  jenis penerimaan (bentuk, merk. | 8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima
tahun pembuatan, warna, dll "

3)

nun per . : | kasih/ penghargaan/ kebiasan/ dugaan lannya
Dusi nilai nommal/ taksiran yang

| diterima “"”R-‘ ‘ 9) Diusi dengan uraian kronologns penerimaan
brosur/ internet/perkiraan se

. ndir sesuai harga (runtutan kejadian pemberan)
pa.\.sar/ perkiraan appriasal) 10) Diisi dengan tanda “ ' “ pada kolom yang sesusu
4) Diisi kode peristiwa dan svlnni\‘.m jika ada :
penerimaan : d. Terkait 11) Disi dengan catatan khusus seperti ““”"‘”“‘“_‘.
a. Terkait tugas non pelayanan perlindungan, waktu dan tempat keuka d\huh}l.né.l
pernikahan/ e. Terkait KPK, dan hal khusus lai vang perlu disampaikan
keagamaan/ seminar/ diklat/ kepada KPK
acara adat workshop
b. Terkait . Tidak tahu
mutasi/ promosi/ g. Lainnya
pisah sambut (tuliskan pada kolom \
c. Terkait tugas diatas )
pelayanan

UU NOMOR 20 TAHUN 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ti fetn i : g smberi suap, apabila |
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi : | ) i
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengd \
ketentuan sebagai berikut: _ . ‘ } B —r
a.Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikast ters
bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratfikasy )
b.Yang nilai kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut
suap dilakukan oleh penurtut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 |

(dua puluh) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).

Pasel 12C ayat (1) : ketentuan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12B avat 1 tdak berlaku jika penerima
melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kot upsi.

Pasal 12C ayat (2) : Penyampaian laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima
gratifikasi paling lambat 30 (uga puluh) han kerja terhitung sejak tang

diterima.

wpal gratifikasi tersebut
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4 l l'lm.m Iu-.tnn-q [ l Tama nstansi : R
; { | L Unit eselon I/U/1/1V 7 Unie Kerja S|
| ] |
( 1 | p | .
| [ Mlamag [NTTTI ‘ Kel/ e | Kecamiagg [ Kab/ Kot | Provinsi
0 \lamiag Rumah ’
| | |
‘ Kel/ e Necamara Nab/ Kot Provinsi
’ | n T ]
¥ NMeamyag PERgIm gy eag v o] Ruma, | Kantog ) silahkan pilih dan beri '
| tanda y - . "
| & Manag | il I ( No. WA. —
; L ALETITY Felpan [ ] Ruman Kantor : [ Seluler:
\
Catatan Penting . mohon me

L

|

mberikan nomor kongj Vang dapar o hubung; A84r mempermudah Penanganan

laporan

(B DATA PENERIMA GRATIF N AS) —

le ENOrima )

| vEnis Penerin 2an I Harga, Nilaj Noming, Faksiran Fempar dan l.m;:_y_.nl }‘vm'rlnmam

‘ Urditan | | 7

L. DATA PEMBER] GRATIFIKAS) N ]
ama i =

Pekeaan dan Jabatay

:'uamgtj 1‘elrpon/ Faks/ Ema
.ﬂ‘s‘ﬂ“ﬂ&*& Dengan Pembery

D, DATA PENERIMA ' .
GRATIFIMSJ

]
— B —Ada Vol ——— —
g \\\‘\\\m "
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